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PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

. DATA PRIBADI Jakarta,20 Oktober 2015

1. Nama : ANDI APRILLA MEGANANDA SANUSI, S.E. MENGETAHUI, DIREKTCRAT PENDAFTARAN DAN

2. Jabatan : SEKRETARIS - HAKIM KONSTITUS! - BIRO HUMAS DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN PEMERIKSAAN LHKPN
DAN PROTOKOL DEPUTI PLH. DIREKTUR
3. NHK ' : 142259 .

4. Tempat & Tanggal Lahir T JAKARTA, 24 April 1977
5. Alamat Kantor 2JIl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6, JAKARTA. _

PUSAT M
6. Tanggal Pelaporan : 3 Februari 2012, 10 Nopember 2014 -
PAHALA NAINGGOLAN RIKA KRISDIANAWATI
Status Laporan

3 Februari 2012 10 Nopember 2014

[l. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK — reume
(TANAH & BANGUNAN)
B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI = -

DAN MESIN LAINNYA
T bh.PETERNAKAN, [y i R ST

PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA

c. HARTA BERGERAK Rp. 150.000.000| Rp. 160.000.000
LAINNYA

1, LOGAM MULIA, yang berasal Rp. 50.000.000| Rp. 50.000.000
dari HASIL. SENDIRI DAN
WARISAN, perolehan dari
tahun 2000 sampai dengan
2012

2. BARANG-BARANG SENI Rp. 100.000.000] Rp. 100.000.000
DAN ANTIK, yang berasal dari
WARISAN, perolehan dari
tahun 2004 sampai dengan
2012

C. SURAT BERHARGA - -

D. GIRO DAN SETARA KAS Rp. 473.068.891 | Rp. 474.717.841

LAINNYA

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI Rp. 473.068.8%1| Rp. 474.717.841
(Penambahan Data Harta
Kekayaan)

E. PIUTANG oemee -
TOTAL HARTA (II) Rp. 623.068.891{ Rp. 624.717.841

iIl. HUTANG Rp. 46.464.933( rp. - 131.705.733

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN Rp. 46.464.933| Rp. - 131.705.733
UANG (Penambahan Hutang baru)
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( Rp. 576.603.958 | Rp. 493.012.108

-111)

NHE 142259

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelanggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Megara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa
harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.



